BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

Umum

Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia.
Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sebagai negara pelindung dua
tempat suci Islam, dan dengan Iran sebagai negara Syiah terbesar di dunia
telah terjalin sejak lama. Hubungan yang lebih baik diharapkan dapat
diwujudkan agar dampak politik luar negeri kedua negara terhadap
Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih konstruktif secara timbal
balik. Bagi Indonesia kedua negara tersebut memiliki nilai strategis didalam
membangun hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara
Timur Tengah lainnya dan dunia pada umumnya. Arab Saudi maupun Iran
memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah dan negara-negara
sekitarnya, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun
pertahanan keamanan.

Indonesia memiliki kepentingan terhadap hubungan baik dengan Arab
Saudi dan lIran, karena kedua negara sangat berpengaruh di kawasan
Timur Tengah saat ini. Hubungan baik tersebut harus dapat diarahkan
kepada kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan
oleh UUD NRI 1945. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan analisis
terhadap data dan fakta serta faktor-faktor lingkungan strategis dilandasi
oleh peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, dan secara
akademik pembahasannya didasari oleh kerangka teoritis dari beberapa
teori yang dapat digunakan untuk memperkuat dan mempertajam anallisis.
Data dan fakta yang disajikan harus valid, aktual dan mencerminkan kondisi
realita yang sebenarnya. Namun demikian didalam analisis tidak dapat
mengabaikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik global,
regioal maupun nasional. Dengan demikian tinjauan pustaka memberikan
gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak politik luar negeri Timur
Tengah, khususnya terhadap pembangunan nasional Indonesia guna

memperkokoh Ketahanan Nasional.
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8. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan yang mendasari kebijakan Indonesia menghadapi dampak
politik luar negeri Timur Tengah guna memperkokoh Ketahanan Nasional,
diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

a. UU RI No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Beberapa pasal didalam UU yang tertera pada bagian ini dapat
dijadikan dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dengan
negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Iran, bahwa
prinsip politik luar negeri bebas aktif adalah sebesar-besarnya bagi
kepentingan nasional melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan
antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan
pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan'®. Selanjutnya
penyelenggaraan hubungan luar negeri harus sesuai dengan politik
luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, hukum dan
kebiasaan internasional'’.

b. UU RI No.2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Misi Khusus (Convention on Special Missions, New York 1969).
Didalam UU ini dijelaskan bahwa Indonesia dapat menerima seluruh
isi Konvensi Misi Khusus kecuali Protokol Opsional mengenai
Penyelesaian Sengketa Secara Waijib, dan terkait pengecualian
tersebut, Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian
sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah
antara negara yang bersengketa'®. Konvensi Misi Khusus
dimaksudkan untuk melengkapi Konvensi Wina 1961 mengenai
hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan
Konsuler akan membantu meningkatkan hubungan persahabatan
Indonesia dengan bangsa lain tanpa membedakan ideologi, sistem
politik maupun sistem sosialnya'®.

c. UURI No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Didalam UU ini diatur pengikatan diri pada perjanjian internasional,
dan negara Indonesia dapat melakukan dengan cara

18 Pasal 4 UU No.37 Tahun 1999

7 Pasal 5 ayat (1) UU No.37 Tahun 1999
18 Penjelasan UU No.2 Tahun 1982

19 Penjelasan UU No.2 Tahun 1982
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penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota
diplomatik, dan cara lain yang disepakati para pihak?®. Dalam
membuat perjanjian internasional, Indonesia dapat melakukan secara
bilateral dan multilateral, atau membuat perjanjian internasional
dengan subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan,
dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut
dengan iktikad baik?!. Dalam pembuatan perjanjian internasional,
Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional
dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling
menguntungkan, dan memperhatikan , baik hukum nasional maupun
hukum internasional yang berlaku??.

d. UU RI No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-undang ini mengatur keterlibatan TNl dalam politik luar
negeri. Pasal 7 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa tugas pokok TNI
dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah melaksanakan
tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri%,
dan Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa hubungan dan kerjasama
luar negeri dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerjasama
teknik, serta pendidikan dan latihan?*. Pada Pasal 9 huruf ¢ dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan diplomasi Angkatan Laut adalah fungsi
diplomasi sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat
pada peran Angkatan Laut secara universal sesuai dengan kebiasaan
internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang
suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan
diplomatik dan kedaulatan penuh?.

e. Perpres No.116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.
Peraturan Presiden (Perpres) ini menyatakan fungsi Kementerian
Luar Negeri adalah (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik
luar negeri; (b) pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar

20 Pasal 3 UU No.24 Tahun 2000

21 Pasal 4 ayat (1) UU No.24 Tahun 2000

22 Pasal 4 ayat (2) UU No.24 Tahun 2000

23 Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No.34 Tahun 2004

24 Pgsal 70 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004

2 Penjelasan Pasal 9 huruf ¢ UU No.34 Tahun 2004
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negeri dan politik luar negeri pada K/L sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; (c) perumusan, penyusunan, dan
pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang
penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; dan (d)
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenlu
dan Perwakilan RI?5.

f.  Perpres No.30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi
Indonesia pada Organisasi Internasioal.
Didalam perpres ini dinyatakan bahwa keanggotaan dan kontribusi
Indonesia bertujuan meningkatkan peran dan kinerja Indonesia di
forum internasional, meningkatkan hubungan antara Pemerintah RI
dengan Pemerintah Negara lain, dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat internasional?’ yang dilakukan sesuai prosedur dan tata
cara yang berlaku pada Organisasi Internasional dengan
mempertimbangkan prioritas nasional, kemampuan keuangan
negara, dan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional
sejenis?8, diabdikan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional?®.
Dalam hal ini, keanggotaan Indonesia wajib memiliki manfaat baik
kuantitatif maupun kualitatif seperti di bidang ideologi, politik, ekonomi
dan pembangunan, sosial budaya, perdamaian dan keamanan

internasional, lingkungan hidup, dan manfaat lainnya®°.

9. Kerangka Teoritis
Teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam
penulisan Taskap ini adalah :

a. Teori konstruktivisme dari Alexander Wendt (1992) untuk
menganalisis pertanyaan kajian-1: “Bagaimana orientasi politik luar
negeri Timur Tengah terhadap kepentingan nasional Indonesia’.
Terdapat tiga proposisi utama yang membangun adanya teori
konstruktivisme, yaitu: pertama, struktur sebagai pembentuk perilaku

26 Pasal 5 huruf a, b, ¢, dan d Perpres No.116 Tahun 2020

27 Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan ¢ Perpres No.30 Tahun 2019
28 Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan ¢ Perpres No.30 Tahun 2019
2% Pasal 2 ayat (2) Perpres No.30 Tahun 2019

30 Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perpres No.30 Tahun 2019
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para aktor sosial dan politik, baik pada aktor individual maupun aktor
negara. Teori konstruktivisme tidak hanya menekankan pada aspek
material tetapi juga dari aspek normatif dan ideasional, hal ini yang
membedakan dari kaum marxis yang lebih menekankan struktur
material hanya dalam bentuk kekuatan militer dan ekonomi dunia yang
kapitalis. Konstruktivisme berargumen sistem nilai, keyakinan dan
gagasan bersama sebenarnya juga memiliki karakteristik struktural
dan menentukan tindakan sosial dan politik, dengan struktur normatif
dan ideasional yang sebenarnya membentuk identitas sosial aktor-
aktor politik®'; kedua, kepentingan sebagai dasar bagi tindakan atau
perilaku politik bukan menggambarkan rangkaian preferensi yang
baku, yang telah dimiliki aktor-aktor politik, melainkan sebagai produk
dari identitas aktor-aktor tersebut Teori konstruktivisme lebih
menekankan pada sumber-sumber munculnya kepentingan, yakni
bagaimana aktor-aktor politk mengembangkan kepentingan-
kepentingannya®?; dan ketiga, struktur dan agen saling menentukan
satu sama lain. Konstruktivisme pada dasarnya menekankan peran
struktur non-material terhadap identitas dan kepentingan serta pada
saat yang bersamaan menekankan peran praktek dalam membentuk
struktur-struktur tersebut. artinya sangat menentukan identitas dan
oleh karenanya juga kepentingan aktor-aktor politik, struktur ideasioal
atau normatif tidak akan muncul tanpa adanya tindakan-tindakan
aktor-aktor politik32.

Teori Realisme dari Thomas Kuhn (1962) untuk menganalisis
pertanyaan kajian-2: “Bagaimana Indonesia merespon kebijakan
politik luar negeri Timur Tengah bagi Kepentingan Nasional’. Teori
Realisme menyatakan: ancaman keamanan, konflik dan anarki
menjadi hal yang mutlak dan akan terus berlangsung selama negara
masih menjadi unit politik yang independen, yang dapat dipandang
dari empat sisi**: pertama, negara sebagai pelaku utama sekaligus

31 Konstruktivisme Dalam Hubungan Internasional. https://blog.ub.ac.id/soraya/ 2010/07/02/

konstruktivisme-dalam-hubungan-internasional/ diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 20.50 WIB

32 |bid, Konstruktivisme Dalam Hubungan Internasional.
33 |bid, Konstruktivisme Dalam Hubungan Internasional.

34 Azwar Asrudin, Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme Sebagai Paradigma,

Indonesian Journal of Internatioal Studies (1JIS), Vo.1 No.2, Desember 2014, hal.112
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pelaku terpenting, sedangkan aktor non negara perannya dianggap
kurang penting dibanding negara®s; kedua, negara sebagai kesatuan
aktor yang berhadapan dengan dunia luar yang juga merupakan suatu
unit yang terintegrasi, negara bertindak sebagai otoritas tertinggi yang
perwujudannya yaitu pemerintah dan pemerintah adalah representasi
negara yang menyuarakan dengan satu suara yang sama untuk
kepentingan negara secara keseluruhan; ketiga, negara penting
diasumsikan sebagai aktor rasional, berhubung proses pembuatan
keputusan politik luar negeri®®; dan keempat, keamanan nasional
merupakan isu utama yang paling atas disamping isu-isu lainnya,
sehingga aspek militer dan isu-isu politik yang berhubungan dengan
masalah keamanan nasional mendominasi perpolitikan dunia?’.

c. Teori Kerjasama dari Thomson dan Perry (2006) untuk menganalisis
pertanyaan kajian-3: “Bagaimana kontribusi negara-negara Timur
Tengah terhadap pembangunan nasional Indonesia”. Teori ini
menyatakan, collaborative (kerjasama) memiliki derajat berbeda-
beda, mulai dari tingkatan koordinasi dan kooperasi (cooperation)
sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu tingkatan collaboration.
Perbedaan ketiganya (koordinasi, kooperasi dan kolaborasi) terletak
pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas,
yaitu cooperation terletak pada tingkatan paling rendah, sedangkan
collaboration pada tingkatan yang paling tinggi®®. Adanya kerjasama,
baik koordinasi dan kooperasi hingga kolaborasi, akan berdampak
pada pelaksanaan politik luar negeri Timur Tengah bagi Indonesia
dapat diarahkan untuk mampu memberikan kontribusi yang nyata.

d. Teori pembuatan keputusan luar negeri dari William D. Coplin
(2003) dapat digunakan untuk menganalisa pertanyaan kajian. Teori
ini menyatakan, tindakan politik luar negeri dapat dipandang sebagai
akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil
keputusan, yaitu: pertama, kondisi politk dalam negeri, termasuk

35
36
37

Ibid.Azwar Asrudin

Ibid.Azwar Asrudin

Ibid.Azwar Asrudin

Yeremias T. Keban, 2007. Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan,
(Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, hal.27.
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faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya,
dimana peran politik luar negeri dalam pengambilan keputusan luar
negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang
melibatkan berbagai aktor dalam kondisi tertentu, dan interaksi yang
terjadi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor politik
dalam negeri yang berupaya mempengaruhi kebijakan luar negeri
(disebut policy influence), dan serangkaian interaksi yang terjadi
dalam sistem pengaruh kebijakan3®; kedua, kondisi ekonomi dan
militer negara, termasuk faktor geografis selalu menjadi pertimbangan
utama dalam pertahanan keamanan, sehingga kedua faktor tersebut
erat berhubungan, kemampuan militer yang meningkat akan
meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja dan sebaliknya
ketika kemampuan ekonomi semakin kuat akan berpengaruh
terhadap peningkatan kekuatan militer. Di era industri modern, jika
ekonomi mampu memproduksi barang secara massal juga akan
mampu menghancurkan secara massal melalui industri senjata yang
semakin destruktif‘’; dan ketiga, konteks internasional sebagai situasi
di negara yang menjalankan politik luar negeri dan pengaruh dari
negara lain yang relevan dengan permasalahan geopolitik suatu
negara, bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan
lingkungan internasionalnya sebagai perangkat kepentingan nasional
yang obyektif*!. Kepentingan nasional merupakan penentu kebijakan
politik luar negeri dari suatu negara, dan dalam konteks internasional
dapat dimanfaatkan untuk memetakan negara mana yang merupakan
kawan dan ataupun lawan.

10. Data dan Fakta
Data dan fakta dampak politik luar negeri Timur Tengah, khususnya
negara Arab Saudi dan Iran sebagai pusat dari poros kekuatan ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan kawasan dapat
disimak pada penjelasan berikut.

% Coplin. William D. Pengantar Politik Internasional. Suatu Telaah Teoritis, Edisi kedua. (CV Sinar Bandung,
1992), Hal.30

0 Ibid. Coplin. William D. 1992, hal.112

41 Ibid. Coplin. William D. 1992. hal.166
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a. Orientasi politik luar negeri Timur Tengah

Arab Saudi merupakan negara kerajaan atau di dunia
internasional dikenal sebagai Kingdom of Saudi Arabia (KSA) dengan
luas 2,240 juta km? berbentuk semenanjung yang terletak di sebelah
barat daya benua Asia. Secara geografis Arab Saudi di sebelah timur
menghadap Laut Teluk Persia, dan Iran memiliki pengaruh dominan
di teluk ini. Sebagai negara Teluk yang berpengaruh, maka ketika
Arab Saudi dalam kasus krisis diplomatik dengan Qatar yaitu
memutuskan hubungan diplomatik, perdagangan dan juga perjalanan
dari dan ke negara Qatar. Pada 5 Juni 2018 yang lalu, mendapat
dukungan dari Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir, sedangkan Iran
mendukung Qatar. Sikap AS terhadap krisis diplomatik ini didasarkan
pada kepentingannya baik di Arab Saudi maupun di Qatar, AS
memiliki pangkalan militer, diantaranya untuk memudahkan didalam
menyerang kelompok Taliban di Afganistan dan atau ISIS di Irak dan
Suriah*2 bersikap ambigu.

Pada krisis diplomatik ini, ada kekhawatiran terpecahnya
anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang berdiri tahun 1981
dengan anggota Arab Saudi, Uni Emerit Arab, Kuwait, Bahrain, Oman
dan Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar, akan
membuat GCC menjadi tiga blok, yaitu di satu pihak yang pertama
adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain sebagai blok anti
Iran, kemudian pihak kedua, Oman dan Kuwait sebagai netral vis a vis
Iran, dan ketiga, Qatar berpihak kepada Iran, sehingga bila krisis
diplomatik ini tidak segera diakhiri yang akan mendapatkan
keuntungan adalah Iran, karena Qatar akan semakin dekat dengan
negara lIran, sedangkan Arab Saudi akan kehilangan kekuatan
didalam GCC dalam rangka mengisolasi negara Iran*’. Negara lain
yang diuntungkan adalah Rusia dan China sebagai lawan AS di
pentas dunia internasional saat ini, karena setiap perpecahan yang
terjadi pada sekutu AS, maka kedua negara tersebut (Rusia dan
China) yang memperoleh keuntungan baik secara ideologi, politik,

42 Smith Alhadar, 7 Juni 2017. Qatar dan Kontestasi Arab-Iran, https://mediaindonesia.com/
opini/107791/qgatar-dan-kontestasi-arab-iran, diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 10.23 WIB
43 |bid. Smith Alhadar, 7 Juni 2017.
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ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan
demikian yang dirugikan adalah negara-negara yang selama ini
menjadi lawan Rusia dan China, seperti AS dan sekutunya baik di
Eropa Barat, Asia Timur, maupun Asia Pasifik seperti Kanada,
Australia dan lainnya.

Rivalitas Arab Saudi dan Iran juga terlihat dalam kasus konflik di
Suriah, yang menunjukkan akan dijadikan proxy war di Timur Tengah.
Arab Saudi dan Iran berupaya memperbesar pengaruhnya, menjamin
keamanan wilayahnya, dan mendapat keuntungan di Timur Tengah
pada konflik di Suriah. Kedua kubu harus mengorbankan finansial,
pengaruh politik, dan militer, dan hal ini menegaskan bahwa Suriah
adalah wilayah yang cukup strategis**. Negara yang paling berambisi
untuk menjatuhkan Presiden Suriah, Bashar al-Assad adalah negara
Arab Saudi, indikasinya adalah pernyataan Menlu Arab Saudi, Adel al-
Jubeiri yang mengatakan bahwa hanya ada dua cara dalam
mengakhiri konflik di Suriah, yaitu (a) Iran menarik pasukan dan
berhenti mamasok persenjataa kepada milisi Syiah; dan (b) Presiden
Bashar al-Assad harus mundur dari kursi kepresidenan di Suriah5.
Kedua cara menurut Arab Saudi ini, bermula dari tuduhan Arab Saudi
yakni Iran telah terlibat secara aktif dalam membantu Presiden Bashar
dengan mempersenjatai pasukan pemerintah Suriah, dan mengirim
bantuan dari pasukan Hizbullah-Lebanon yang pro Iran, dan hal ini
menunjukkan bahwa Saudi Arabia memiliki kemauan yang kuat
didalam melawan langkah Iran di Timur Tengah, perlawanan tersebut
dimaksimalkan baik di bidang politik, ekonomi maupun militeré.
Menlu Iran Ali Akbar Shalehi menyatakan tuduhan bahwa ada orang-
orang asing yang berusaha menciptakan gerakan demonstrasi di
negara Suriah, dan Presiden Bashar al-Assad dalam pidatonya pada
30 Maret 2011, mengungkapkan perihal yang sama dengan Menlu
Iran bahwa terjadinya gerakan perlawanan terhadap Pemerintahan
Presiden Bashar disebabkan adanya konspirasi besar’. Presiden Iran

Mustahyun, 2017. Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah Pada Arab Spring Suriah Tahun
2011-20186, Journal of Islamic World and Politic, Vo.1 No.1 (2017) hal.93

Ibid. Mustahyun, 2017. hal.106

Ibid. Mustahyun, 2017. hal.93

Ibid. Mustahyun, 2017. hal.93
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Ahmadinejad pada 10 Mei 2011 memperkuat pernyataan Presiden
Suriah dengan menyatakan bahwa pemerintah Suriah pimpinan
Presiden Bashar sudah pada tahap kematangan didalam
menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa dibutuhkan adaya intervensi
asing. Dari penjelasan ini semakin jelas bahwa Presiden Bashar dan
Presiden Ahmadijad memiliki kesamaan arasi anti-Barat dan sekaligus
memberikan petunjuk tentang posisi Suriah dan Iran didalam
menyikapi kasus revolusi di Suriah*®.

Dalam kasus Palestina-Israel, Iran mengabaikan perbedaan
ideologi dengan Palestina, karena Iran adalah negara mayoritas
penduduknya beragama Islam Syiah, sedangkan Palestina
penduduknya adalah Islam Suni. Perbedaan ini tidak menyurutkan
Iran mendukung kelompok perlawanan Palestina yaitu Hamas di Jalur
Gaza. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Hamas telah
meningkat nyata berkat dukungan teknologi persenjataan dari Iran*®.
Negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Arab Saudi, Qatar, Uni
Emirat Arab dan sejumlah sekutu AS di kawasan ini justru bersikap
sebaliknya dengan Iran, karena negara-negara Arab sudah terlanjur
memiliki ketergantungan sangat tinggi kepada AS, padahal AS
memiliki lobi kuat pada Yahudi untuk menjaga politik luar negerinya
terutama dalam menghadapi isu konflik Palestina-Israel di dunia
internasional. Palestina saat ini tidak memiliki dukungan politik
ataupun strategi perjuangan yang kuat, seperti orang-orang Israel saat
awal menggagas pendirian negara Yahudi dengan menggalang dana
dan mendekati aktor-aktor baik negara maupun tokoh-tokoh yang
memiliki pengaruh besar di kancah pergaulan global®°.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Islam
terbesar di dunia dalam krisis diplomasi Qatar, konflik di Suriah, dan
kasus Palestina-Israel, baik Arab Saudi dan Iran serta negara-negara
Timur Tengah umumnya belum melihat pentingnya Indonesia dalam

48 |bid. Mustahyun, 2017. hal.93

4 Iran Dituding Bantu Hamas, Kenapa Negara Arab Justru Banyak Diam dalam Konflik Israel-Palestina?
https./iwww.tribunnews.com/internasional/2021/05/16/iran-dituding-bantu-hamas-kenapa-negara-arab-
justru-banyak-diam-dalam-konflik-israel-palestina, diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 11.20 WIB

50 |bid. https://www tribunnews.com/internasional/2021/05/16/iran-dituding-bantu-hamas-kenapa-negara-
arab-justru-banyak-diam-dalam-konflik-israel-palestina, diakses pada 17 Juni 2021 pukul 11.24 WIB
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penyelesaian masalah di kawasan Timur Tengah. Hal ini
membutuhkan kreativitas dan inovasi diplomasi Indonesia dalam
rangka meningkatkan peran penting Indonesia di kawasan tersebut,
khususnya merebut simpati dari Arab Saudi dan Iran sebagai dua
negara yang memiliki pengaruh dominan. Mengingat Indonesia sangat
berkepentingan terhadap terjadinya stabilitas kawasan Timur Tengah,
maka negara-negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi dan Iran
adalah mitra kerjasama di berbagai bidang khususnya politik, ekonomi
dan hankam. Namun dalam kasus-kasus konflik di Timur Tengah
baik Arab Saudi maupun Iran akan menempatkan Indonesia sebagai
negara cinta damai yang memiliki posisi penting dalam menciptakan
perdamaian, apabila ada kepercayaan terhadap kemampuan
Indonesia di forum-forum internasional, terutama dari sisi ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
b. Respon Indonesia terhadap kebijakan politik luar negeri Timur
Tengah
Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif,
menunjukkan keseriusannya didalam menyikapi kebijakan politik luar
negeri negara-negara Timur Tengah. Wakil Presiden Jusul Kalla
menilai krisis diplomasi Qatar pada tahun 2017 tidak berdampak
signifikan bagi Indonesia, dan Indonesia tidak berpihak ke salah satu
negara yang bersengketa karena belum mengetahui apa yang terjadi
dan alasan sebenarnya, serta menyatakan WNI yang ada di Qatar
tenang saja, masalah ini dapat diselesaikan dengan dialog®'. Selain
itu, Menlu RI, Retno Marsudi telah melakukan komunikasi via telepon,
dengan Menlu Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Turki dan Iran, membahas
mengenai perkembangan kawasan dan menyampaikan pandangan
serta kesiapan Indonesia untuk berkontribusi®?. Setelah mendapatkan
pandangan para Menlu tersebut, Menlu Rl menyampaikan
keprihatinan Indonesia mengenai perkembangan situasi di kawasan
dan menekankan pentingnya negara-negara di Timur Tengah

5 Pingit Aria, 2017. JK Tegaskan Sikap Netral Indonesia Dalam Konflik Qatar-Arab Saudi,
https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a5655d6 194/jk-tegaskan-sikap-netral-indonesia-dalam-
konflik-qatar-arab-saudi, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 19.10 WIB

52 |bid. https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e925655d6 194/ik-tegaskan-sikap-netral-indonesia-dalam-
konflik-gatar-arab-saudi, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 19.10 WIB Pingit Aria, 2017.
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menahan diri dan mengambil langkah mengurangi
ketegangan®3. Menlu Rl mengharapkan negara-negara yang secara
langsung terlibat dalam situasi ini mengedepankan dialog dan
rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah, dan Indonesia
menyatakan siap berkontribusi®*. Selanjutnya Menlu Rl memberikan
penegasan terhadap konflik di Suriah kepada semua pihak untuk
menghormati nilai dan hukum internasional, terutama Piagam PBB
mengenai keamanan dan perdamaian internasional, dengan
mengedepankan  prinsip-prinsip  hukum internasional dalam
merespons serangan militer AS, Perancis dan Inggris ke Suriah®,
Menlu RI juga telah melakukan komunikasi dengan Duta Besar
Indonesia di ibukota Damaskus Suriah dan Duta Besar Indonesia
lainnya di wilayah Timur Tengah dan Eropa untuk memastikan
keselamatan dan keamanan WNI yang menjadi prioritas Indonesia®®.
Jauh sebelumnya, Indonesia di masa pemerintahan SBY mengirimkan
16 personil TNI dan Polri sesuai permintaan PBB yang bertugas
sebagai Tim Peninjau PBB, yang salah satu misinya adalah
memastikan keamanan dan kenyamanan WNI di Suriah yang
berjumlah sekitar 80.000 orang dan meliputi para diplomat, ekspatriat,
mahasiswa, dan TNI informal®’. Presiden Joko Widodo memberikan
perintah melalui Menlu Rl Retno Marsudi untuk mendesak DK-PBB
mengambil langkah yang nyata didalam menangani konflik atau kasus
Palestina-Israel Pengusiran warga Palestina dari Sheik Jarrah dan
penyerangan di Masjid Al-Agsa menurut Joko Widodo tidak dapat
dibenarkan®®. Indonesia sebagai negara anggota biro merangkap
sebagai Wakil Ketua The Committee on the Exercise of the Inalieable
Right of the Palestina People mengusulkan agar OKI dan GNB segera

53 |bid. https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a5655d6194/jk-tegaskan-sikap-netral-indonesia-dalam-
konflik-gatar-arab-saudi, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 19.10 WIB

54 |bid. https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a5655d6194/jk-tegaskan-sikap-netral-indonesia-dalam-
konflik-gatar-arab-saudi, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 19.10 WIB

55 Sukirno. 15 April 2018. Sikap Indonesia Terkait Konflik Suriah, https://www.alinea.id/dunia/sikap-
indonesia-terkait-konflik-suriah-b1Ux39bc8, diakses pada tanggal 27 Juni 2021 pukul 20.31 WIB
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Internasional Vol. IV. No.11/1/L/P3DI/Juni/2012, hal.6-7
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bertemu dalam rangka membahas masalah pelanggara yang terus-
menerus dilakukan Israel®®. Komite ini dibentuk pada tahun 1975 dan
berada dibawah MU-PBB dengan tujuan memperjuangkan hak-hak
Palestina termasuk kemerdekaannya. Kasus Palestina-Israel ternyata
mendapat tanggapan dari masyarakat melalui media sosial di
Indonesia, karena hasil riset Indonesia Indicator pada 7 hingga 15 Mei
2021 menunjukkan masyarakat Indonesia merasa memiliki kedekatan
dengan Palestina®®.

Selain ketiga hal di atas Indonesia sangat konsisten dengan
prinsip kebijakan politik luar negeri, yaitu bebas aktif, yang didalam
proses pengambilan keputusannya tidak saja outward looking tetapi
juga inward looking. Ketika Arab Saudi mengajak Indonesia untuk
bergabung didalam Koalisi Militer Negara-Negara Islam untuk
memberantas terorisme (/slamic  Military Counter Terrorism
Coalition/IMCTC), Bapak Jusuf Kalla (wakil presiden periode 2014-
2019) menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat bergabung, berarti
melawan nilai universal yang ditegakkan sendiri®'. Meskipun tidak
dapat bergabung, Indonesia siap mendukung jika diperlukan oleh
IMCTC yang terdiri atas 41 negara Muslim di Asia maupun Afrika.

c. Kontribusi negara-negara Timur Tengah terhadap Pembangunan
Nasional Indonesia.

1) Arab Saudi.
Arab Saudi merupakan negara yang pertama kali mengakui
kedaulatan Rl pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan
sebagai pernyataan adanya dukungan negara asing yang sangat
berguna bagi Indonesia dalam membangun negara yang baru
terbebas dari belenggu penjajahan. Dalam perkembangannya,
Arab Saudi dan Indonesia membuka hubungan diplomatik dan
hubungan kerjasama di berbagai bidang. Hubungan kerjasama

% |bid, CNN Indonesia, 2021.

8 Shintaloka Pradita Sicca, 2021. Konflik Palestina dan Israel Jadi “Perang Narasi” di Media Sosial
Indonesia.  https://www.kompas.com/global/read/2021/05/18/144832170/konflik-palestina-dan-israel-
jadi-perang-narasi-di-media-sosial-indonesia?page=all diakses pada 24 Juni 2021 pukul 10.21 WIB

1 Dhimas Ginanjar, 2018. Laporan Abdul Rokhim dari Riyadh, Arab Saudi — Aliansi Negara Muslim Anti-
Terorisme Ajak Indonesia, https://www.iawapos.com/intemasionalM8/12/2018/a!iansi—neqara—muslim-
anti-terorisme-ajak-indonesia/?amp, diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 17.35 WIB
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semakin membaik dengan adanya kunjungan bersejarah Raja
Arab Saudi sebagai mitra utama dan strategis ke Indonesia pada
2017. Ada sebelas butir kesepakatan yang reaisasinya
diupayakan terus sampai saat ini. Misalnya nota kesepahaman
kerjasama perdagangan, nota kesepakatan kerjasama dalam
pemberantasan kejahatan, nota kesepahaman kerjasama
urusan Islam masih berjalan hingga kini®? melengkapi kerjasama
bidang Hankam. Namun yang penting adalah realisasinya,
karena merupakan pekerjaan rumah yang sering tidak dikerjakan
tuntas, diantaranya proyek infrastruktur yang belum selesai
seperti jalan, bandara, jembatan dan bendungan®3.

Nota kesepahaman kerjasama perdagangan kedua negara
pada dasarnya hanya memperkuat kerjasama sebelumnya.
Misalnya pada periode 2016-2019 telah terjadi peningkatan dari
USD 4 miliar di 2016 menjadi USD 5 miliar pada 2019. Namun
angka tersebut menurun di akhir tahun 2020 karena adanya
pandemi Covid-19, yang secara spesifik dapat diungkapkan
bahwa ekspor non-migas Indonesia ke Arab Saudi mengalami
peningkatan dari USD 1.3 miliar pada tahun 2016 menjadi USD
1.5 miliar di tahun 2019, dan meskipun masih defisit untuk
Indonesia namun neraca perdagangan kedua negara
kecenderungan potensi positif bagi Indonesia masih besar, yaitu
sekitar 39 persen untuk kurun waktu 2019-202084,

Iran.

Republik Islam Iran merupakan negara Islam Syiah
terbesar di dunia. Iran dan Indonesia menjalin hubungan
diplomasi sejak 1950 dan kerjasama di berbagai bidang. Dalam
hal kerjasama ekonomi dan perdagangan, kedua negara
memiliki mekanisme yang terwadahi didalam Komisi Bersama

62 Hilmi Ammar Fauzi, 2017. Infografis: 11 Point Kesepakatan Antara Arab Saudi dan Indonesia,
https://lwww.merdeka.com/peristiwa/infografis-11-poin-kesepakatan-antara-arab-saudi-dan-
indonesia.html, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 22.40 WIB
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https://money.kompas.com/read/2017/03/03/110000526/11.mou.ri-
arab.saudi.sudah.diteken.lantas.apa.dampaknya.?page=all diakses pada tanggal 15 Agustus 2021
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Ekonomi dan Perdagangan yang memayungi kelompok kerja di
bidang perdagangan, industri dan investasi, kelompok kerja
bidang infrastruktur dan energi, kelompok kerja bidang
perbankan dan keuangan, dan kelompok kerja lainnya seperti
kesehatan, pertanian, pariwisata, ristekdikti, dan kerjasama
bidang informasi dan komunikasi, radio dan penyiaran, olahraga
dan kepemudaan, serta budaya dan peninggalan bersejarah®®.

Presiden Iran pada tahun 2015 berkunjung ke Indonesia
dengan tujuan memperkuat kerjasama, dan selalu memberikan
dukungan terhadap upaya KBRI Teheran untuk meningkatan
hubungan bilateral di segala bidang, tidak hanya di bidang
ekonomi, perdagangan, budaya dan teknologi, tetapipada
berbagai potensi kerjasama lainnya®. Presiden Rouhani
meyakini bahwa dengan latar belakang kesamaan pemikiran
Islam yang moderat di kedua negara, upaya tersebut dapat
diwujudkan dengan baik®. Meskipun telah disepakati bersama,
namun realisasinya belum diselesaikan secara tuntas, seperti
kerjasama di bidang teknologi.

Indonesia dan Iran tengah meningkatkan kerjasama
ekonomi dengan nilai perdagangan bilateral 2015 USD 273 juta,
menjadi USD 715,48 juta di 2018. Namun pandemi Covid-19
telah memperburuk perekonomian baik Iran maupun Indonesia.
Di Iran tahun 2020 tingkat pengangguran telah melonjak hingga
12,5 persen. Dampak diberlakukannya kembali sanksi unilateral
AS terhadap Iran terutama anjloknya nilai perdagangan kedua
negara menjadi USD 141,60 juta di tahun 201998

Upaya memperkuat kerjasama bilateral di atas, Indonesia
membuka kantor kedutaan besar di Riyadh dalam rangka
memperlancar hubungan dan kerjasama kedua negara dalam

KBRI Iran, 2020. Rencana Strategis Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran 2020-2024, hal.3

Kemlu.go.id. 2020. Presiden Iran Dukung Penuh Upaya Peningkatan Hubungan Indonesia — Iran di
Bidang Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Bidang-Bidang Lainnya,
https:/kemlu.go.id/portal/id/read/1988/ view/presiden-iran-dukung-penuh-upaya-peningkatan-
hubungan-indonesia-iran-di-bidang-ekonomi-budaya-teknologi-dan-bidang-bidang-lainnya, diakses
pada tanggal 15 Agustus 2021 puku 23.10 WIB
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berbagai bidang. Sam halnya dengan Iran, Kedutaan Besar
Indonesia ada di Teheran. Selain hubungan dan kerjasama
bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi, dan juga dengan
Iran. Indonesia dengan Arab Saudi dan Iran juga memiliki
hubungan multilateral. Misalnya didalam forum-forum kerjasama
negara-negara pengekspor minyak dunia yaitu OPEC, meskipun
sejak akhir 2016, Indonesia membekukan keanggotaannya
karena sudah menjadi negara net pengimpor minyak, namun
hubungan baik dengan negara-negara anggota OPEC termasuk
Arab Saudi dan Iran. Tidak menutup kemungkinan Indonesia
mengaktifkan kembali keanggotaannya di organisasi OPEC, dan
juga menjalin kerjasama multilateral dengan Arab Saudi dan Iran
dalam Organisasi Negara-Negara Islam (OKI). Disamping itu,
aktor non state baik kelompok maupun individu dari Arab Saudi
maupun Iran ke Indonesia atau sebaliknya aktor-aktor non state
dari Indonesia ke Arab Saudi dan Iran semakin berkembang.

Dengan demikian, peraturan dan perjanjian dalam
mewadahi hubungan baik dan kerjasama antara Indonesia
dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah di atas, harus
selalu diperbaharui sesuai perkembangan yang telah dicapai
dan target-target lain yang akan dilaksanakan di kemudian hari,
baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.

11. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis
a. Lingkungan Global

Kawasan Timur Tengah terdiri atas 13 negara yang berada di
jazirah Arab, yaitu Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Jorbania,
Kuwait, Irak, Iran, Suriah, Lebanon, Qatar, Palestina, dan Israel.
Kawasan ini dapat dibagi dua, yaitu Arab Masyriki atau Arab Timur
yang terdiri atas negara-negara di semenanjung Arab, dan Arab
Maghribi atau Arab Barat®®. Duta Besar Iran untuk Indonesia Valliolah
Mohammadi menyebut Timur Tengah merupakan kawasan paling

8 Moch. Arief Setiawan, 2020. Mengenal Kawasan Timur Tengah, htip://moch-arief-fisip12.
web.unair.ac.id/artikel _detail-134464-MBP-Timur-Tengah-Mengenal-Kawasan-Timur-Tengah. html
diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 10.32 WIB
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strategis di dunia, karena banyak kekayaan alam seperti minyak, dan
dalam perkembangannya di kawasan memberikan pengaruh paling
penting bagi dunia’. Negara-negara dengan kekuatan super di dunia,
seperti AS, China, Rusia, dan lainnya ingin menguasai kawasan Timur
Tengah agar dapat memperluas pengaruh kekuasaannya. Beberapa
negara termasuk Arab Saudi dan Iran sangat mengkhawatirkan
berlanjutnya Arab Spring yang telah menumbangkan lima penguasa,
yaitu Zine El Abidine Ben Ali (Tunisia), Hosni Mubarak (Mesir) akibat
unjuk rasa, Muammar Khadafi (Libya), Ali Abdullah Saleh (Yaman),
dan Mohammed Morsi (Mesir) digulingkan oleh Abdel Fattah Al-Sisi’".
Dalam perkembangannya terjadi rivalitas antara Arab Saudi dengan
Iran untuk berebut pengaruh di kawasan Timur Tengah. Misalnya,
kedua negara dapat dikatakan selalu mengambil sisi yang
berlawanan dalam berbagai konflik di kawasan yang berdampak
pada semakin dinamisnya kehidupan politik, ekonomi, sosial,
teknologi, environment, dan legal (Pestel). Teheran telah menjadi
sponsor regional yang utama untuk Presiden Suriah Bashar al-
Assad dalam melawan para pemberontak Sunni yang memperoleh
dukungan dari Riyadh sejak perang saudara pecah pada tahu
201172, Berbagai konflik di Timur Tengah dan rivalitas diantara Arab
Saudi dan Iran akan berpengaruh terhadap dampak kebijakan politik
luar negeri Timur Tengah terhadap upaya bangsa Indonesia didalam
memperkokoh Ketahanan Nasional.

Lingkungan Regional

Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara mampu
menjalin adanya hubungan dan kerjasama dengan negara-negara
Timur Tengah. Sejak lama kawasan Asia Tenggara dihubungkan
dengan Timur Tengah melalui jalur rempah yang melalui Asia

70 Marcheilla Ariesta Putri Hanggoro, 2017. Ini Sebab Mengapa Timur Tengah Selalu Menjadi Kawasan

i)

Penuh Konflik. hitps://www.rmerdeka.com/dunia/ini-sebab-mengapa-timur-tengah-selalu-menjadi-
kawasan-penuh-konflik.html diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 10.41 WIB
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global/read/634262/5-penguasa-yang-terguling-dalamarab-spring diakses pada tanggal 25 Juli 2021
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Tenggara, China, India, Iran sehingga berkembang perdagangan dan
interaksi budaya antara masyarakat di Timur Tengah dengan
masyarakat Asia Tenggara’. Pentingnya kawasan Timur Tengah
telah mendukung terlaksananya Pertemuan Tingkat Menteri Negara-
Negara ASEAN yang berlangsung 16-17 November 2012 di Phnom
Penh, Kamboja, ASEAN dengan pokok bahasan masalah konflik di
Timur Tengah. ASEAN menyatakan keprihatinannya atas situasi
Timur Tengah yang semakin memburuk, baik dimensi Suriah maupun
Palestina dan Israel. Indonesia menyerukan agar konflik dapat segera
dihentikan dan aksi-aksi Israel dapat dihentikan”™. Hubungan dan
kerjasama antara negara-negara Timur Tengah dengan Asia
Tenggara, serta kepedulian ASEAN terhadap konflik di Timur Tengah
akan mempengaruhi para pengambil kebijakan antara Arab Saudi,
Iran dan Indonesia.
c. Lingkungan Nasional

Bagi bangsa Indonesia, kawasan Timur Tengah adalah sebuah
kawasan yang penting, sehingga dibentuk Direktorat Timur Tengah
Kementerian Luar Negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia ke
negara-negara Timur Tengah di berbagai bidang seperti ekonomi,
keuangan dan pembangunan, serta sosial budaya dan lainnya tidak
saja ditentukan oleh Presiden melalui Meniu RI, tetapi juga
dipengaruhi oleh kementerian atau lembaga lain, serta kekuatan
politik dalam negeri yang lainnya. Di masa lalu, kebijakan politik luar
negeri ditentukan oleh Presiden dengan masukan dari Kemenlu,
Kemenhan, dan Kemendagri. Namun sekarang, tidak saja oleh K/L
tetapi juga oleh organisasi dan/atau individu berpengaruh, seperti
pengamat politik luar negeri, atau organisasi kekuatan politik seperti
partai politik. Sesuai analisis Pestel, selain kekuatan politik, 5 (lima)
komponen kehidupan yang sangat mempengaruhi kebijakan politik
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luar negeri Indonesia ke negara-negara lain di berbagai kawasan,
termasuk Timur Tengah. Kelimanya adalah kondisi ekonomi, kondisi
sosial masyarakat, tingkat penguasaan teknologi, kondisi daya
dukung dan daya tampung lingkungan, serta jaminan hukum akan
sangat menentukan sejauhmana dampak politik luar negeri Timur
Tengah terhadap upaya bangsa Indonesia dalam memperkokoh
Ketahanan Nasional. Dengan demikian, kondisi Pestel baik yang ada
di Indonesia maupun di negara-negara mitra Indonesia di Timur
Tengah akan saling menentukan kualitas hubungan dan kerjasama
internasional antara Timur Tengah khususya Arab Saudi dan Iran
dengan Indonesia.






